
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR 3 0 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa, ketentuan mengenai SPIP di Iingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan; 

c . bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. 

5 . 

Undang-undang · Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaa n dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400) ; 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

7. 

8 . 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pela ksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2854); 
9 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pe~bentukan dan S~sunan Perangkat Daerah Kabupaten 

ReJang Lebong sebaga1mana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPJP) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Oaerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. . Jeh 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan ° 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Juasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. . 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemennta~a; 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menJa 1 

kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyel~nggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretanat DPRD 
dinas daerah, Iembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. . . 

6 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya d1smgkat 
BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab 
langsung kepada Presiden. 

7 . Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggung jawab 
langsung kepada Bupati. 

8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus 
pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan 
terhadap peraturan Perundang-undangan. 

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah 
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap 
proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, 
penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 
b~wa kegiatan telah ~ilaksanaka~ sesuai dengan tolak ukur yang telah 
d1tetapkan secara efekt1f dan efisten untuk kepentingan Pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

11. A~dit adalah pros:s indentifikasi _ma~alah, analisis dan evaluasi bukti yang 
dilakukan secara mdependen, obJektif dan profesional berdasarkan standar 
audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas efektifitas efisiensi 
dan_ keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi in;tansi Pemerintah. ' 

12. Revtu adal~h penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar 
rencana, atau norma yang telah ditetapkan. ' ' 
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1~. EvaJuasi adaJah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan 

dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan 

faktor-faktor ya~g ~empengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan 

dalam mencapai tuJuan. 

14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan . 

15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain 

beberapa sosiaJisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan 

pengawasan, pembirnbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, 

dan pemaparan hasil pengawasan. 
16. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas 

Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan SPIP yang memuat 

kebijakan, strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktivitas 

manajernen Pernerintah Daerah, untuk rnernastikan bahwa seluruh unsur SPIP 

telah terbangun dalam prograrn/Kegiatan Pemerintah Daerah/Perangkat 

Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan. 

Pasal 2 

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintah Daerah. 
(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya. 

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan laporan keuangan, 

pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang­

undangan. 

BAB II 
PENYELENGGARMN SPIP PADA PEMER1NTAH DAERAH 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2), yang meliputi unsur : 
a . lingkungan pengendalian, dengan sub unsur : 

1. penegakan integritas dan etika; 
2. komitmen terhadap kompetensi; 
3. kepemimpinan yang kondusif; 
4. struktur organisasi sesuai kebutuhan; 
5. delegasi wewenang dan tanggungjawab; 
6. kebijakan pembinaan SOM; 
7. peran APIP yang efektif; dan 
8. hubungan kerja yang bail<. 

b. penilaian resiko, dengan sub unsur : 
1. identifikasi risiko; dan 
2. analisis risiko. 

c. kegiatan pengendalian, dengan sub unsur : 
1. reviu kinerja; 
2. pembinaan SOM; 
3. pengendalian sistem infonnasi; 
4. pengendalian fisik aset; 
5. penetapan dan reviu indikator; 
6. pemisahan fungsi; 
7. otoritas; 
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8. pencatatan; 

9 . pembatasan akses· 

10. akuntabilitas; dan' 

11 . dokumentasi yang baik atas SP! 

d . informasi dan komunikas,· d serta transaksi dan kejadian penting. 

1 • , . , engan sub unsur · 
. m,ormas1; dan · 

2 . komunikasi efektif. 

e. pemantauan pengendaJ' • 

1 
Ian intern, dengan sub unsur : 

. pemantauan bcrkelanjutan · dan 

2. evaJuasi terpisah . ' 

(
21 Urairu:1 dan pcngaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

~esuru_ dengan ketentuan PasaJ 4 sampai dengan Pasal 46 Peratura~ 

cme~ntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemenntah . 

(3) P~nerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , 

dtlaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat 

Daerah. 

Pasal 4 

(t) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

(2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan 

dengan mcmpedomani Petunjuk Pelaksanaan Penyclenggaraan SPIP yang 

disusun sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan 

oleh Kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati. 

PasaJ 5 

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP, dibentuk Satuan Togas 

SPIP Pemerintah Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satuan Togas SPIP 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

BAB Ill 

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP 

PasaJ 6 

(I) Pimpinan atau Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas 

penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing. 

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah. 

Pasal 7 

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan 

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

(2) Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I), melakukan pengawasan intern melalui: 

a . audit; 
b. reviu; 
c . evaluasi; 
d. pemantauan; dan 
e. kegiatan pengawasan lainnya. 
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Pasal'8 

I 1, \'t'ktorat ~aerah Kabupalen Rejang Lebong melakukan pengawasan terhadap 

~,•l\1111h keg1atan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

,'i:,rrnh yn ng didana.i melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

~ \ 'Pill~ Lebong. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

•' en~nn bcrlakunya Pcraluran Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejang Lebong 

Mnor 12 Tahun 20 IO lenlang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

!\'nwrintnh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan 

d irwntnknn Lidak berlaku . 

Pasa.l 10 

:">etunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

nyat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat I (satu) bulan 

":-hitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan . 

Pasal II 

..:ial-hal yang belum diatur dalam Pcraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis 

• 
0 laksanaannya, akan diatur lcbih lanjut olch Bupa ti. 

PaSll.l 12 

? --:aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

_r.gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

3:Jpati ini dengan penempatannya daJam Serita Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Ditetapkan dj Curup 
Pada tanggaJ % ifuvi.,- 2018 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

'Jb ndangkan di Curup 
;-.... -:11.1 tanggaJ ').-0 cf u w,· 2018 

ff. R. A. DENNI 

#~l•,HJTA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR lf8rJ 
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